
3. Undarg-Undarg l-torror lE Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribrli Oaeratr ( Lernbaran Negara Repubtik Indonesla Tahun
1997 Nonror 41, Tambahan Lembai'an Negara Repubtik Indonesia
Nomor 36S5 ) iebagaimana telah diubah dengan Undang'Undang
Nomor 3q tahun 2000 ( Lembaran Negara Repubtik lndonesia
Tahun 2000 Nornor 246, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor a0a8 );

Undang-Undang Nornor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perotehan Hak
Atas Tlnah dan Bangunan ( Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun 1gg7 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
lndonesia Nomor 3688 );

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyetenggaiaan
NegarJ yant Bersih dan Bebas dari Korrrpsi, Kotusi {an
Neiotisme' ( lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor
3851 );

6. Undang-Undang Nom or 17 Tahun 200J tentang [g$ngan Negara
( Lem6aran Ggara Repubtik lndonesia Tahun 2003 Nomo1,"47,
iambahan Lembiran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4286l; "

7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharadn
Negari ( Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, iambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4355 );

8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
peratuian peiundang-undangan ( Lembaran Negara Repubtik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Nomor a389 );

9. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengeiotaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negqra
( lelnbaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66,
iambahan Lemblran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4400l;'

10. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasionat ( Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Repubtik lndonesia Nomor 4471 l;

11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerali ( Lembaian Negara Repubtik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 4437 \
sebagaimana tel,ah beberapa kati diubah terakhir dengan undang'
undaig Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas
Undan!-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerali ( Lemblran Negara Repubtik Indonesia Tahr.rn 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 4844l;

12. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuan[an Antari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
( Lem6aran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan L,:mfaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4438l;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawrsan atas Penyetenggaraan Daerah ( Lembaran Negara
Rep.54if lndmesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
t.legara Reptxbtik lndrnesia Nomor 4090 );

1.

5.

14.Peraturan.. . . . .



FEMERINTAH KABUPATEN BATANE HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 1 TAHUN 2OO9

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

. TAHUN ANGGARAN 2OO9

DENGAN MHMAT TUHAN YANG fiT.qHI ESI

BUPATI BATANG HARI

lienimbang : a. bahwa untuk metaksanakan ketentuan Pasal 181 Ayat (1) Undang'
Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah
sebaga'innana telah beberapa kati diubah terakhir dengan Undang'
Unda-ng Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan_ kedua atas
Undan!-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerati, Kepata Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tetang'Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah ( APBD ) kepada
Dewai Pe-foakitan Rakyat Daerah ( DPRD ) untuk memperoteh

Persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dalrah ( APBD ) yang diajukan sebagaimana dimaksud
pada huiuf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kqrja
pemerintah Daerah Tahun 2009 yang dijabarkan dalam kebljakan
umum APBD serta priorltas dan ptafon anggaran yang tetqh

.,,ni disepakatl bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD Padh
tanggat, 17 NtlPember 2008;

l i
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaiaman dimaksud pada huruf a

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
pendapatan.dan Betanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun
Anggaran 2009;

ilIgat : 1. Undang . Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukah
Daerah otonom Kabupaten datam Lingkungan Daerah Propinsi
sumatera Tengah ( Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun 1956 

-Nomor 
25 ) sebagaimana tetah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat ll Sarotangun Bangko dan Daerah Tingkat ll Tanjung Jabung
( LEmbaran Nagira Repubtik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50,
iambahan Lemblran Negara Repubtik Indonesia Nomor 2755l;

Z. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran l.{egara Repubtik lndonesia Tahun 1985
Nomor 68, iambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor
3312 ) sebagaimana tetah diubah dengan undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 ( Lemabaran Negara Repubtik lndonesiaTahun 1994
Nonror 62, Tarnbahan Lenrbaran Negara Repubik Indonesia Nomor
3569 t;
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14. Peraturan Penredntah Nonror 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
( Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
iambahan Lembira Negara Repubtik lndonesia Nomor4138 );

l!.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retrib-usi- 
Daerah ( Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2001
Nomor 1'1g, 'farnbahan Lernbaran Negara Repubtik Indonesia
Nomor 4139 );

16. Peraturan Pemeritah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoter dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ( Lemba.ran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Leirbaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4416 | sebagaimana
tetah diubal'i dengan'Pututrrun Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005
tentang Perlubahan atas Peraturan Pemeritah Nomor 24 Tahun
2004 Tintang Kedudukan Protokoter dan Keuangan Pimpinan iJan
Anggota Devian Perwakilan Rakyat Daeralr ( Lembaran Negara
nepuUtit< Indonesia Tahun 2005 Nomor 4,540li ''l

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelothan
feuingan Badan Layanan Umum ( Lembaran. Negara Repubtk
lndone--sia Tahun 2005 Nornor 48, Tambahan Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Nornor a502l;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah ( Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan ^ Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor 4503 );

19. Peraturan Pemerintah l'lomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah ( Lembaran Negara Repubtik Indonesia. Tahun 2005
Nomor li6,Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia No.mor
4574 l;

20. Peraturan Pemerintah Nornor 55 Tahun 2005 tentang ?lll
Perimbangan ( Lembaran l'{egara Repubtik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor
45751; '

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sisiem
Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Repubtik lndonesla
Tahun 2005 No'mor 138,Tambahan Lembaran Negara Repubtik

f ndonesia Nomor 4576l1'

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibhh
( Lembaran Negara Repubtik -ltrdonesia 

Tahun 2005 l9t9t
i39,Tambahan Leirbaran Nelgara Repubtik Indonesia Nomor 4577'l;

?3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengetolaan
-- 

Keuangan Daerah ( Lenrbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140,Tambahan Lembiran Negara Repubtik Indoriesia

Nomor 4578l;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang .Pedornan- -penyuiunan 
dan Penerapan St{rdar Petayanan Minimat ( Lem.ba.ran

Neg'aia nepuutit< lndonesia Tahun 2005 Nomor 25,Tambahan

Leirbaran l'i"gat. Repubtik Indonesia Nomor 4585 );

25. Peraturan Fenrerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Petaporan
-- 

x.*ngan dlan Kirer-ja lmtansi Pemerintah ( Lembaran Negara

nepUy]i1 Inrdorrsra iaturr 2005 Nomor 25,Tambahan Lembaran

Udara Rep.ttft lilffiresia il|rnor 1614 ];
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26. Peraturan l{enteri Datam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengetdaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) Kabupaten
Batang Hari Tahun 2006 - 2025. ( Lembaran Daerah Kebupaten
Batang Hari Tahun 2006 Nomor 4 );

28. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah
Kabupaten Batang !-lari Tahun 2006 Nomor 5 );

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH IGBUPATEN BATANG HARI

dan
BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSI(AN

PERATUMN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2OO9

ffiretapkan

Pasal 1

I

lrgaran Pendapan dan Belanja Daerah Tahun
Hut:

1- Fendapatan Daerah
L 8e{anja Daerah

Defisit

a Fernbiayaan
1. Penerimaan Pembiayaan
L Fengetuaran

"fry1lah 
Pembiayaan Nettol Surplus

' ,asal Z

r- Pendapatan Asti Daerah
b- Bana Perimbangan
c, Lain-tain Pendapatan Daerah yang Sah

ill"fif kndapatan Daerah sebagaimana dimaksud datam Pasal 1 terdiri dari :

.&

l

Anggaran 2009 dengan rincian sebagai

Rp. 51 1.941.028.323,41
Rp. 555.125.028.323.41 (-)
(Rp. 13. | 84.000.400,001

Rp. 45.000.000.000,00
Rp. 1.816.000.000.00-(.)
Rp. 43. 1 84.000.000.00 " "

Rp. 27.921.855.300,00
Rp.470.901 .041 .551, 31
Rp. 13.118.131.472,10

4.806.500.000,00 .
6.059.462.400,00
1 .550.000.000,00

15.505.892.900,00

(3) Dana Perimbangdtr..  : . .

i(ffi kndapatan Al,i Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari,,
tEis pendapatan:
e- Fajak Daerah
b- Retribrsi Daerah
c. ttrit Pengelotaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

d" lain-tain Pendapatan Asti Daerah yang sah

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.



:  * 'Dan

: lana Dai'urat
t lana Bag Hasit Pajak
: lana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
: 3.a"riuan Keuangan dari Provinsi atau dari

:srqri xl3!1 Daerah [ainnya

1 53.1 06.561 .551,31
277.645.480.000,00 ,
40.149.C00.000,00

Rp. 228.262.751 .666,08
Rp..................
Rp. 3.603.040.000,00
Rp. 21.645.000.000,00
Rp. 25.294.639.800,00
Rp..................
Rp. 22.998.200.000,00
Rp. 1.100.000,000,00

43.202.556.201,00
84.583.916.520,00

124.434.924.1 36,33

Rp. 45.000.000.000,00
Rp. 1.816.000.000,00

i  lana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdir i  dari Jenis
:€ndapatan:
a. Dana Bagi Hasit Pajak/Bagi Hasit Bukan Pajak
:. Dana Atokasi Umum
:" Dana Atokasi Khusus

-3'--r3in Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1; hurtric
:e*tr : jenis Pendapatan:

Rp.
Rp.
Rp.

Pasal 3

I'e,;l'-;: laerah sebagaimana dii'naksud datam Pasal 1 terdiri dari:
i l  5*^r- r -,dak Langsung Rp. 302.903.631 .465,08
, 5ea:-'a lngsung Rp.252.221.396.857,33

l toe,a-- : -;ak Larrgsung sebagairnana dimaksud pada ayat (1 ) huruf a terdiri dari
.qg",rr: 3,:1:-ja :

; 5'*;:,1a Pegawai
: 3e-a:,;a Bunga
- !"e ar;a Sttbsidi
: 5'e-anja Hibah
* 3'ean1a Bantuan Sosiat

5e,a.j& Bagi HasiI
l, 3'a,r-ja Bantuan Keuangan
'ii 3'a*il'rja Tldak Terduga

I le,ar1a rangsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( | ) huruf b terdiri dari jenis"
*rF *a' t

a 5.e*anja Pegawai
:,.  9e*a'-a Earang dan Jasa

Pasal 4

r.vrnrre,:;-- laerah sebagainiana din'laksud datam pasal 1 terdiri dari:

Rp.
Rp.
Rp.

,: lrcnrffT.irfid- :etegarrnana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

]@lllTml@s&!tr"

a, il-rr :arrw a,rggaran sebetumnya Rp. 45.000.000.000,00
n" hra: sa;?a cadangan sejumtah RP....
: 'as{. rc-;",ral"an kekayaan daerah yang dipisahkan Rp.....
r- rsem"aar pinjaman daerah Rp-...
* M-,aan kembati pemberian pinjaman Rp....
- lerer-aafr piutang daerah Rp....

*r, r"c3ryp"--a5a: sebagaimana dirraksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

UgiTfrgf3Af :

L lmger": l j tkan dana Cadan3an Rp....
L byertaa.n r.nodai { In."-es*.ast , pe-€n^}ah Cae'ah Rp. 1.815.00C.000,00
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' Pasal 5

Uraian tebih tanjut Perubahan Alrggaran Pendapatan dan Betanja Daerah sebagaimana.
dimaksud dalam Pasat 1, tercantum datam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

t. Lampiran I Ringkasan APBD;
Z. Lampiran ll Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan

Organisasi;
3. Lampiran lll Rincian Perubahan APBD merrurut Urusan Pemerintah

Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran lV Rekapitutasi Penegasan Betanja menurut Urusan Pemerintah

Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapltutasi Betanja Daerah untuk kesetarasan dan Keterpeduan

Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi datam kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran Vl Daftar Jumtah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Lampiran Vll Daftar Piutang Daerah;
Lampiran Vlll Daftar Penyertaan /hodat ( Investasi ) Daerah;
Lampiran lX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

mun&ngf,an di Muara Butian
targal 77 Januari 2009

Nh.SEXRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Daerah,

6.
7_
E.
9.

Daerah;
tO. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
1. Lampiran Xl Daftar Kegiatan- Kegiatan tahun Anggaran sebetumnya yang

belum disetesaikan dan dianggarkan kembati datam ti[hun
anggaran ini;

'12. lampiran Xll Daftar Dana cadangan Daerah; dan t

13- larnpiran Xll Daftar Pinjaman Daerah dan Obtigasi Daerah.

Pasat 6

gupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan'
frr Betanja Daerah sebagai Landasan operasional petaksanaan APBD.

Pasal 7
Feraturan Daerah ini mulai bertaku pada tanggat diundangkan.
rgar setiap orang mengetahui, memeritahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dcrqpn penempatannya dalam Lembaran Daerah.

,^(
Ditetapkan Di Muara Butian
Pada Tanggal 28 Januari 2009

BUPATI BATANG HARI
l l

0t0
SYAHIRSAH.SY

Satinan Sesuai dengan RsiinYa
KEPAL,A BAGIAN HUKUM
SETDA BATANG HARI,

ASRIL BUJANG

[mAn N DAERAH TGBUPATE]r BATANG HARJ
mil 2ff19 ){ortroR:l

.430 009 194


